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MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”
(Q.S. Al-Bagarah : 153)

“Hidup di dunia ini hanya sekali.Jadi jangan pernah sia-siakan setiap detik
waktu yang berlalu untuk melakukan sesuatu yang indah agar kelak dapat

menjadi suatu kenangan yang tak terlupakan”.

“Kita berdoa saat kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga

berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah”.

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Pembimbing yang
kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater yang kubanggakan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi
tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya
berdasarkan hukum yang berlaku.Negara Indonesia adalah negara hukum
(rechtsstaat) sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat 3.Dengan
demikian, negara yang berdasar atas hukum pasti bukanlah negara atas
kekuasaan.Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-
galanya.Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.t

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-
orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan
keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk
menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu
sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam
bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.?

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti
sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan,

yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembagunan yang

1 Jimly Asshiddigie, 2006,Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,Jakarta : Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, him. 69.

2Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak Di Indonesia,Bandung : Refika Aditama, him. 3.



berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali
Indonesia.®Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya
insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang
adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI
1945.Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar
kelak dapat berpartipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.*

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang
anak. Hal-hal yang diatur dalam hukum anak meliputi: sidang pengadilan anak,
anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana,
kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan
anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.®

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat
perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah
dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol,
iamelakukan perbuatan tidak baik, sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang
lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan,
sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan
pergaulannya.Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong
bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.®

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun

anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan

3Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Aank di Indonesia, Terbitan ketiga,
Jakarta :Rajawali Pers, him.1.

“Ibid.

SDarwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia,Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 1.

bIbid.



perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa
prilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak
seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman
sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak
pidana. Namun, Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang
dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana
yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi
penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem
peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, vyaitu
nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan
hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.’

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menjadikan
interaksi sosial semakin intens, sehingga dapat saja terjadinya perbuatan kriminal
yang dilakukan oleh anak-anakbahkan sampai melakukan kejahatan berupa
pembunuhan berencana yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan
anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) diatur dalam buku ke Il dalamPasal 340, yaitu :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa

orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,
paling lama dua puluh tahun”.

"Ibid., him. 3.



Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang
sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat
berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana
karena pembunuhan dengan rencana”.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah
anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,
dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum
yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi, belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan
tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan
proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap
penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pertimbangan merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah putusan
hakim, bukan hanya dalam menentukan kesalahan terdakwa saja, namun
pertimbangan juga penting untuk menentukan berat ringannya pemidanaan.
Dalam pertimbangan hakim terhadap pelaku yang masih Anakseyogyanya aparat
hukum lebih mengedepankan perlindungan bukan menyengsarakan Anak.
Perlindungan bagi anak dapat dilakukan melalui tindakan diversi dengan asas

restorative justice dalam proses penegakan hukum Anak.



Konsep mengenai restorative justicedan diversi terdapat dalam Pasal 5 ayat
(1) dan ayat (2), dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

“(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan

Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a.  penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di
lingkungan peradilan umum; dan

c.  pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau
pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan
dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Contoh kasus yang mana anak terlibat dalam tindak pidana pembunuhan
berencana didapati berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb. Berdasarkan putusan tersebut,Sandi Suryaman
alias Ndi bin Atam Suryanayang berumur 17 (tujuh belas) tahun melakukan dan
turut serta dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan
jiwa orang lain. Berawal anak sedang berkumpul di rumah milik AA Alias Mang
AA bersama dengan 11 (sebelas) teman anak tersebut dengan maksud akan
membicarakan acara hiburan malam pergantian tahun baru sambil meminum-
minuman keras. Kemudian teman dari anak tersebut mengatakan untuk berjaga-
jaga kerena saudara Aris alias Kibowyang berumur 25 tahun (korban) yang
diketahui merupakan ketua komunitas motor XTC mempunyai rencana untuk

menyerang Kp. Peundeuy tempat tinggal teman si anak tersebut. Selanjutnya anak

bersama teman-temannya sudah merencanakan untuk terlebih dahulu melakukan



penyerangan pada saat itu, yang mana sebelum keberangkatan, teman si anak
telah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah samurai, pipa besi dan botol
minuman.

Beberapa waktu kemudian bertemulah korban dengan si pelaku anak dan
teman-temannya, kemudian si korban pada saat itu berbicara “Naon
anjing?”(““Apa anjing?”’). Mendengar perkataan tersebut teman dari anak si pelaku
tersebut langsung mencabut 1 (satu) bilah samurai dari sarungnya yang
sebelumnya disimpan didepan perut dan langsung menodongkan kearah muka
korban. Korban kemudian berlari tetapi terjatuh dengan posisi jongkok kemudian
anak dan teman-temannya memukul si korban beramai-ramai kemudian teman si
pelaku langsung menusuk samurai ke perut korban dan memukul kembali
menggunakan pipa besi.

Perbuatan Anak oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian didakwa :

1.  Dakwaan Pertama :

a.  Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1)
ke-18 KUHP.

b.  Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP.

c.  Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

d.  Lebih Subsidair Lagi : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke-3

KUHP Jo Pasal (1) ke-1 KUHP.

8Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi : “Mereka yang melakukan, yang
menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”



2.  Dakwaan Kedua:

a.  Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 Ayat (2)
KUHP.

b.  Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 56 Ayat (2)
KUHP.

c.  Lebih Subsidair :Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP
juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

d.  Lebih Subsidair Lagi : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke-3
KUHP juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP

Hakim PN Bale Bandung dalam amar putusannya menyatakan :

1.  Menyatakan Anak Sandi Suryaman alias Ndi bin Atam Suryana
terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas 1A Bandung.

Putusan PN Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BIb.
kemudian diajukan banding oleh JPU yang mana banding diterima dan
menguatkan Putusan PN Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb
melalui  Putusan  Pengadilan  Tinggi Bandung Nomor  10/Pid.Sus-

Anak/2017/PT.Bdg.



Untuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak telah ada perangkat
hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai
ketentuan khusus, sehingga sepanjang perbuatan pidana yang dilakukan oleh
Anak sedapat mungkin diterapkan ketentuan khusus tersebut, sesuai dengan asas
lex specialis derogat legi generale artinya undang-undang yang Kkhusus
mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.® Akan tetapi dalam kasus
ini, ketentuan undang-undang tidak selamanya dapat diterapkan pada setiap
perbuatan pidana dikarenakan munculnya perbuatan pidana yang akibat dari
interaksi sosial selalu lebih cepat dari ketentuan hukum yang ada, tidak terkecuali
dengan kasus ini sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dimana karena
perbuatan pidana tersebut telah menyerupai perbuatan pidana yang dilakukan
orang dewasa, sementara ketentuannya belum diatur diketentuan khusus tersebut.
Maka dalam hal ini yang berlaku adalah ketentuan umum, yaitu Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, namun demikian untuk ancaman dan hukumannya tetap
mengacu pada ketentuan khusus.

Ancaman pidana bagi Anakyang ditentukan oleh KUHP, dimana dalam
penjatuhan pidananya ditentukan paling lama % (setengah)!® dari ancaman
maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana

penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap Anak. Sanksi yang dijatuhkan

®Nashriana, 2010, “Reformulasi Pengaturan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana:
Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Sanksi Tindakan, Jurnalllmiah Pusat Studi Wanita
Universitas Sriwijaya, Maret 2012, ISSN 2087-8966, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
him.1.

OLihat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.



terhadap Anakdalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu
bagi Anakyang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan
tindakan, sedangkan Anakyang telah berusia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan
belas) tahun baru dapat dijatuhi pidana.

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih
lanjut persoalan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul “Penerapan Asas Lex
Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung

Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BIb)”

B. Isu Hukum
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka isu hukum yang

dibahas dalam tesis ini adalah :

1.  Apa dasar hukum asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem
peradilan pidana ?

2. Apa pertimbangan hukum hakim mengesampingkan asas lex specialis
derogat legi generalidalam perkaraAnak pelaku tindak pidana pembunuhan
berencanaberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BIb?

3. Apakah upaya hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BIlb

telah memenuhi asas restorative justice bagi Anak ?

C. Tujuan Penelitian



Berlandaskan pada isu hukum di atas, tujuan penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan dasar hukum asas lex specialis derogat legi generali
dalam sistem peradilan pidana.

Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim mengesampingkan asas lex
specialis derogat legi generalidalam perkara Anak pelaku tindak pidana
pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale
Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BIb.

Untuk menjelaskan pemenuhan asas restorative justice dalam upaya hukum
banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale

Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BIb.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

Manfaat teoritis/akademis, antara lain :

a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu
hukum terutama yang mengkaji penerapan Pasal 340 KUHP terhadap
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas
Sriwijaya Palembang; dan

c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya
yang akan membahas materi kajian yang sama.

Manfaat praktis, antara lain :

a.  Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam

penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi,



menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari
peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkaitpenerapan Pasal
340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang
berlandaskan rasa keadilan substantif(substantive justice)yang ada
pada masyarakat, terhadap pemidanaan kepada Anak.

b.  Bagi aparat penegak hukum, agar temuan-temuan dalam penelitian ini
bagi pihak Kepolisian senantiasa selalu bertindak dengan lembut dan
bijak mengingat apabila dugaan pelaku tindak pidana adalah demi
lancarnya proses penyidikan. Bagi pihak Jaksa Penuntut Anak untuk
bertindak bijak pula dalam penuntutan mengingat perkembangan
mental dan masa depan anak, dan bagi Hakim Anak, agar menguatkan
komitmen Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan yang bersifat
restorative terhadap Anak dan tidak serta merta mengutamakan upaya
terakhir  (ultimum remidium)pemidanaan terhadap anak dalam
pertimbangannya.

c.  Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka ikut berperan serta
dalam penegakan hukum yang melindungi hak-hak anak yang
dihadapkan pada proses hukum, serta melakukan edukasi dan
pengawasan anak sejak dini agar terhindar dari perbuatan yang

merupakan tindak pidana.

E. Kerangka Teoritis
Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan



identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.!!Di
dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi
Grand Theory, Middle Range Theory, dan Apllied Theory. Adapun teori-teori
yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :
1.  Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (middle range
theory dan apllied theory ) yang akan digunakan dalam penelitian.*Grand theory
dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori restorative justice.
a.  Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap
problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan
keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu
bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan
pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan
sebaliknya hukum itu tidak adil.** Problema demikian sering ditemukan dalam
kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa
terhadap perkara pidana (criminal of justice) atau seorang tergugat terhadap
perkara perdata (private of justice) maupun tergugat pada perkara tata usaha
negara (administration of justice) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak
adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan

keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada

11 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Ul Press, him. 53.

2Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta : Kencana,
him. 41.

BA. Hamid dan S. Attamimi, 2007, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi
Muatan, Yogyakarta : Kanisius, him. 34.



pertimbangan-pertimbangan hukum vyang tertulis dalam bentuk peraturan
perundang-undangan.**

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang
hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam
hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.
Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung
dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.®Orang
dapat menggangap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan
bermanfaat bagi dirinya.Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu
masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan,
tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok
orang.Atau orang mengganggap keadilan sebagai pandangan individu yang
menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.'®

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau
aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam
masyarakat atau hukum positif (Indonesia).Secara konkrit hukum adalah
perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam
masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah

negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai

“Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar
Grafika, hlm. 251.

15Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung : Nuansa dan
Nusamedia, hlm. 239.
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sama dalam masyarakat itu sendiri (shared value) atau sama-sama mempunyai
tujuan tertentu.’

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap
mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam
mengutamakan “the search for justice”. Teori ini menyangkut hak dan kebebasan,
peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.'®Aristoteles memandang
keadilan  sebagai  suatu  pemberian hak persamaan tapi  bukan
persamarataan.Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak
proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah
yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga
negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa
yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah
dilakukanya.® Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga
yaitu ;%

1) Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang
sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus
dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang
bulu;

2) Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang

satu dan yan lain atau antara warganegara yang satu dengan warga

"Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, Pengantar llmu Hukum : Suatu
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya llmu Hukum, Bandung : Alumni, him. 4.

18Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cetakan VIII, Yogyakarta
: Kanisius, him. 196.

PAristoteles, dikutip dalam : L.J. Van Apeldoorn, 1996, Pengantar IImu Hukum, Jakarta :
Pradnya Paramita, him. 11.

D1bid., him. 12.



negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal
antara warga yang satu dengan warga yang lain;

3) Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu
distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi
antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi
sasaran distribusi itu.?!

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan
bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat
mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat
menemukan kebahagian didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang
bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-
aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan
rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.??

Teori keadilan ~ digunakan  untuk  menjawab isu  hukum
mengenaipertimbangan hukum hakim mengesampingkan asas lex specialis
derogat legi generali dalam perkara Anak pelaku tindak pidana pembunuhan
berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BIb.

b.  Teori Restorative Justice

Pemidanaan Anak tidak sama dengan orang dewasa yang berpotensi dikenai

sanksi pidana penjara pada umumnya. Tentunya penjara bagi diharapkan selalu

menjadi upaya akhir karena Anak masih membutuhkan perhatian kasih sayang

2 Aristoteles, 2016, Politik, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta :
Narasi-Pustaka Promethea, him. 123.
22Hans Kelsen, dikutip dalam : Carl Joachim Friedrich, Op.Cit., him. 25.



dan kasih sayang kedua orang tuanya sehingga Anak tidak dapat dipisahkan dari
orang tua. Dalam menghadapi perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak,
secara fiilsafat dipahami bahwa penjatuhan sanksi berupa pemisahan dari
orangtua (pidana perampasan kemerdekaan/penjara) terhadap anak tersebut adalah
sebagai upaya terakhir, dengan tetap memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh
anak. Oleh karena itu, “asas semata-mata demi kepentingan anak™ adalah asas
yang paling urgen dalam menyelesaikan kasus-kasus kenakalan anak. Hal ini
dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh pemikiran filsafat pemidanaan yang disebut
filsafat determinisme. Filsafat determinisme adalah filsafat yang menyatakan
bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan (kejahatan) harus dipahami
bahhwa penjatuhan sanksi terhadap mereka dilandaskan pada pemikiran bahwa
perilaku tersebut sangat tergantung pada kondisi “ciri dan sifat khusus” yang
disandang mereka. Artinya, pemaknaan sanksi hukuman tidak sama dengan sanksi
yang diberikan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan, karena anak
melakukan kenakalan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya, karena
atas landasan kesalahan tidak ditemukan secara utuh, tidak seperti halnya orang
dewasa.?

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum indonesia bisa dikatakan
“communis opinio doctorum”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang
sekarang dianggap telah gagal dalam mencapaui tujuan yang diisyaratkan oleh
undang-undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan

hukum, vaitu restorative justice system (sistem keadilan restoratif), dimana

2 Nashriana, “Ilmu Hukum Pidana Anak : Dari Filsafat Pemidanaan, ke Teori
Pertanggungjawaban Pidana, Dogmatika Hukum dan Praktik Hukum”, Penelitian Mandiri, Maret
2010, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, him. 31.



pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan
pendekatan normatif.?

Bagir Manan menguraikan tentang substansi restorative justice berisi
prinsip-prinsip, antara lain, prinsip membangun partisipasi bersama antara pelaku,
korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak
pidana. Selanjutnya, prinsip menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat
sebagai “stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan
penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”.?®

Seorang ahli krimonologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall,
mengatakan, restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang
berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk
menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat
dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).®

Restorative justice sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia
didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban
yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan
restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang menyapu
seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda

Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan

24Bagir Manan, dikutip dalam : Dwidja Priyatno, “Pemindanaan untuk Anak dalam Konsep
Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)”, Jurnal Advokasi LAHA, Vol. 3, Ed.
VIIl, 2007, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, him. 9.

Bbid.

%Tony F. Marshall, dikutip dalam :Ibid., him. 10.



tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat di Asia
Utara.?’

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan
kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang
dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan
bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.
Program restorative justice, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan
anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung
dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan
pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai
fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban
dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.?®

Teori restorative justicedigunakan untuk menjawab isu hukum mengenai
pemenuhan asas restorative justice dalam upaya hukum banding Jaksa Penuntut
Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Blb
2. Middle Range Theory

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan
menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory. Middle range theory
dalam penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

(UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

ZRudi Rizky, 2008, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade
Terakhir), Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, him. 4.
2bid.



Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan
kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan
penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :
“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia
tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :
“Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam
ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari
segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal
sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan
wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan
rasa keadilan rakyat Indonesia.?’Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi
hakim yang tidak memihak (impartial jugde) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah

tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan

putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak

2Andi Hamzah, 1996, KUHP dan KUHAP, Jakarta : Rineka Cipta, him. 94.



berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal
5 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang”.*°

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan
tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih
dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi
penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum
yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap
peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak
boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan
kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,®! yaitu :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu
pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim
dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,®? yaitu : “Hakim

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam

masyarakat”.

%Ibid, him. 95.
#bid.
#|bid.



Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab isu hukum
mengenaipertimbangan hukum hakim mengesampingkan asas lex specialis
derogat legi generali dalam perkara Anak pelaku tindak pidana pembunuhan
berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BIb.

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum
tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut
Utrecht, asas hukum (recht beginsel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum
yang mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan hukum, sehingga
peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.*

Salah satu asas penting dalam ilmu hukum adalah asas lex specialis derogat
legi generali. Asas ini mengandung arti bahwa aturan yang bersifat khusus
(specialis) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (generali).
Konsekuensinya bahwa aturan yang bersifat umum ini tidak memiliki “validity”
dengan adanya aturan yang bersifat khusus, sehingga aturan khusus inilah yang
berlaku untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit, dengan syarat
bahwa dalam aturan yang bersifat khusus itu didalamnya ditambah ciri-ciri baru
yang menjadi inti kekhususannya itu.3*Dalam hubungannya ini Roeslan Saleh

menyatakan bahwa dalam aturan yang bersifat khusus itu ada hal-hal yang bersifat

3Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,
Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 153.

3Gyarifuddin Petanasse, 2007, Kebijakan Kriminal, Palembang : Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, him. 101.



umum terdapat hal-hal yang khusus lainnya. Dengan demikian aturan yang khusus
(lex specialis) berisi hal-hal yang bersifat umum ditambah hal lain lagi.®®

Asas diatas dipertegas dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP sebagai berikut :“Jika
suatu masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan
yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”. Aturan yang dimaksud
ini adalah sub bagian-bagian hukum yang masuk kedalam ruang lingkup hukum
pidana, yang meliputi perbuatan yang dilarang (crimen), pertanggungjawaban
pidana (responsibility) dan pemidanaan (punishment).*®Dengan asas ini maka
aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan
yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum
yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap
peristiwa-peristiwa konkrit. Penerapan asas ini menyebabkan suatu aturan hukum
termasuk ketika hal itu terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undang,
menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.Aturan tersebut hanya menjadi
“aturan  perundang-undangan”, tetapi tidak merupakan suatu ‘“aturan
hukum”.Dalam sistem hukum Indonesia, selalu menjadi keyakinan bahwa
“hukum” tidak selalu identik dengan “undang-undang”.®’

Beritik tolak dari asas tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa aturan
pidana disini adalah tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan

pemidanaan dan sepanjang terdapat peraturan yang bersifat khusus yang disebut

terakhir, maka aturan yang bersifat umum tidak diterapkan.

%Roeslan Saleh, 1983, KUHP Dengan Penjelasannya, Jakarta :Aksara Baru, him. 33.

%Herbert L. Packer, The Limit Of Criminal Sanction, dikutip dalam :SyariffudinPetanasse,
Ibid., him. 102.

¥bid.



Konsep mengenai restorative justicedan diversi terdapat dalam Pasal 5 ayat
(1) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UU SPPA) yang merumuskan bahwa sistem peradilan pidana Anak wajib
mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini tentu kemudian merupakan
implementasi lex specialis derogat legi generale. Tetapi, berdasarkan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) UU SPPA asas ini kemudian dapat dikesampingkan mengingat
apabila terhadap Anak dikenakan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun dan
merupakan pengulangan sehingga ketentuan ancaman pidana dapat mengacu
kepada KUHP. Walaupun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan
ayat (6) UU SPPA pidana penjara bagi Anak paling lama Y2 (satu perdua) perdua)
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini sebagaimana
didapati pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang diputus melalui
Putusan PN Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BIb yang mana bagi
anak dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan pidana
penjara bagi anak selama 5 (lima) tahun, lebih ringan dari yang dituntut JPU

selama 9 (sembilan) tahun penjara.

F.  Penjelasan Konseptual
Penjelasan konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam
penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan

diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan



abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.®® Untuk menghindari kesalahan persepsi,

maka perlu diberikan penjelasan konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1.

Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diasosiasikan kepada anak yang
berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.
Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Tindak pidana pembunuhan berancana, pada ketentuan Pasal 340 KUHP
berbunyi :
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu
menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan
direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur
hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”
Dari uraian bunyi pasal diatas, bisa disimpulkan bahwa pembunuhan
berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.
Unsur subyektif, yaitu : dengan sengaja, dengan rencana lebih

dahulu. Unsur obyektif, yaitu : perbuatan (menghilangkan nyawa),

obyeknya (nyawa orang lain).

38Spetandyo Wignjosobroto, 2002, Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-

Masalahnya, Jakarta : Huma, him. 26.



4.  Asas lex specialis derogat legi generali(hukum khusus menyampingkan
hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam
ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum
mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu
peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.**Purnadi
Purbacarakadan Soerjono Soekantomengatakan bahwa maksud dari asas ini
adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang
yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut
dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang
lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa Khusus
tersebut.*

5. Istilah “Pengadilan” dan “Peradilan”, pada dasarnya, berdasarkan ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)yang merupakan landasan hukum
sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan
pada umumnya tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara
khusus. Namun,Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan
Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan
peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila. Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal4

39 Shinta Agustina, 2010, Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex
Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Padang : LPPM-Unand, him.42.

4 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, Perundang-undangan dan
Yurisprudensi, Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 8.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/2/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/2/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman

UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan
pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan. Dari dua istilah ini, dapat diambil kesimpulan
sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan
hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan

membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.*!

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,yang mana konstruksi
produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum,
dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang
diteliti.Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha
memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang

diteliti.*?Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban

4Tri Jata Ayu Pramesti(Legal Clinic & Publishing Manager HukumOnline.com), 2014,
“Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan”, dikutip pada laman website : https:// www.
hukumonline.com/ _ klinik/ _ detail/ _ ulasan/It548d38322cdf2/ perbedaan-peradilan-dengan-
pengadilan/, diakses pada tanggal 3 Juli 2019, pukul 08.00 WIB.

42Johny lbrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang :
Bayumedia, him. 47.



https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt5165540a9b53c/mitra/lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh

secara holistik*® dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.** Oleh
karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan,
menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan konsep dan
pengaturan hukum penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum.
2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a.  Pendekatan Perundangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-
aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,**untuk memperoleh deskripsi
analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan konsep dan pengaturan hukum
penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum.Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi
peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu
undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang
dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.*8

b.  Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

“43pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan
konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada
bagian-bagian yang membentuknyalihat :Husain Heriyanto, 2003, Paradigma Holistik; “Dialog
Filsafat, Sains, danKehidupan Shadra dan Whitehead”, Jakarta : Teraju, him. 45.

“1bid.

45Johnny Ibrahim, 2005, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 111, Malang :
Bayumedia Publishing, him. 302.

“6peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, him. 93.



Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan
sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu
yang dihadapi.*’Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan
konsep dan pengaturan hukum penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak
Yang Berkonflik Dengan Hukum.

c.  Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan
antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain*, sehingga dapat
diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat
membantu dalam proses analisis konsep dan pengaturan hukum penerapan
Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

d. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari

penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik

hukum.*® Berkaitan dengan penelitian ini, contoh kasus yang akan diteliti

#bid., him. 95.

48p. Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta :Rineka
Cipta, him. 96.

49Johnny Ibrahim, Op. Cit., him. 304.



adalah kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak atas nama
Sandi Suryaman alias Ndi bin Atam Suryana yang telah diputus berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.BIb yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi
Bandung Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Bdg.
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian
Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder.Data
sekunder vyaitu data yang diperolen dari atau berasal dari bahan
kepustakaan.*®Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan
sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.>!
a.  Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
1.  Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
2.  Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

0Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup
yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum
dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 122.

51Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya
mempunyai otoritas.Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum
sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum,
dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.Disamping sumber-sumber penelitian yang
berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan
bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai llmu Politik,
Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-
jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan
non-hukum ini harus minimal.Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian
hukum normatif.Lihat : Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 143-144.



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP));

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP));

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2017/PN.Blb.; dan

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 10/Pid.Sus-

Anak/2017/PT.Bdg.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer,antara



lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada
relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c.  Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus,
ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu
hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan
dan mutakhir.5?

4.  Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian

a.  Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi

kepustakaan®*terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer,

bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun,
dianalisa, dan dilakukan Klasifikasi.

b.  Teknik Pengolahan Bahan Penelitian
Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan

melakukan inventarisasi dan sistematisasi® terhadap peraturan perundang-

undangan yang ada relevansinya dengan konsep dan pengaturan hukum
penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan

Hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan,

S2Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him.144.

%3Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan
terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada
hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.Lihat : M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta
: Ghalia Indonesia, cet.ke-5, him. 27.

4Systematizing yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan
urutan masalah.Lihat : Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja
Grafindo Persada, him. 147.



maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan

dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian

tertulis.
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis
kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian
secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang
tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan
penelitian.>® Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis konsep dan
pengaturan hukum penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi),
menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun
relevansi substansinya.>®
6.  Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir
deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus.®” Dalam penarikan kesimpulan dengan logika
berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses
yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum
yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian

dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang

S1bid., him. 127.

%6Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian
bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai
tujuan dari penelitian ini.

5 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., him. 8.



dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan

hukum.58

*8Bambang Sunggono, Op. Cit., him. 120.
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